
62 
 

BAB VI  

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil pembahasan tentang analisis potensi retribusi pasar dalam 

upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Manggarai dapat 

disimpulkan bahwa 

1. Dalam empat (4) tahun terakhir target yang ditentukan dari tahun 2018-

2021 mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar  98,20% dan 

meningkat ditahun 2021 menjadi 101,90%. Meski target yang 

ditentukan cenderung meningkat, namun target ini ditentukan dengan 

besarnya potensi yang ada karena pada dasarnya penentuan target harus 

didasarkan pada potensi. Namun selama empat (4) tahun terakhir 

potensi retribusi pasar  Kabupaten Manggarai mengalami 

ketidakstabilan seperti pada tahun 2020 potensinya hanya sebesar Rp 

1.044.647.200 potensi ini sangat kecil dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya, dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang 

mangharuskan masyarakat membatasi segala aktivitasnya sehingga 

banyak fasilitas pasar yang tidak gunakan oleh pedagang dan sepi 

pengunjung, sehingga pada tahun 2021 target  sedikit dinaikan 

mengingat kecilnya potensi  yang ada  ditahun sebelumnya. Selain itu, 

tingkat kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi, tingkat 

keramaian pengunjung juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Manggarai. 
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Semakin ramai pengunjung maka akan meningkatkan pendapatan 

pedagang begitu juga sebaliknya semakin sepi pengunjung maka 

pendapatan pedagang pasar juga akan menurun sehingga terjadi 

pergeseran dan penunggakan pembayaran retribusi.  

2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan 

penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Manggarai yakni penyediaan 

sarana prasarana yang memadai, memberikan pelayanan yang baik 

dalam melakukan pembayaran ataupun pemunugutan retribusi pasar. 

  Selain itu, memperluas segmen pangsa pasar juga akan meningkatkan             

penerimaan retribusi derah dari retribusi pasar.  

6.2 Saran  

1)  Pemerintah dalam halini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Manggarai perluh meningkatan fasilitas di pasar bukan hanya 

menyediakan tempat saja tetapi juga fasilitas lain seperti listrik dan air 

sehingga mendukung potensi pasar dalam meningkatkan penerimaan 

retribusi pasar. 

2) Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Manggarai perluh menyediakan pembayaran elektronik guna 

menghindari terjadinya kebocoran pembayaran sehingga pedagang 

bisa membayar hanya dengan menggunakan kartu yang sudah 

disediakan seperti penyediaan pembayaran dengan menggunakan 

mesin EDC. 
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3) Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Manggarai perluh melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait 

kebijakan retribusi pasar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi dan 

displina dministrasi. 

4) Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Manggarai perluh menerapkan pentingnya  displin waktu dalam 

melakukan pemungutan retribusi pasar. Ini bertujuan agar 

pemungutan dilakukan secara merata sesuai dengan waktu yang sudah 

ditentukan untuk menghindari terjadinya pergeseran pembayaran atau 

pun penunggakan pembayaran.  
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